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BAB III 

TEORI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 

C. Desentralisasi  

1. Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan 

Hubungan Pusat dan Daerah dalam negara kesatuan menarik untuk 

dikaji, karena kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang 

otoritas pemerintahan adalah Pemerintah Pusat atau dengan kata 

kekuasaan bertumpu di pusat pemerintahan, kewenangan yang diberikan 

oleh Pusat kepada Daerah biasanya sangat terbatas. Seringkali disebut 

karakter negara kesatuan itu sentralistis hal itu sangat berbeda dengan 

negara yang berbentuk federal. Dalam negara federal, negara-negara 

bagian relatif lebih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengelola 

kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan negara terdesentralisir 

ke negara bagian. Karakter yang melekat pada bentuk negara federal 

adalah desentralistis dan lebih demokratis.
100

  

Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan 

yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. 

Dalam negara kesatuan terdapat dua hal yang utama, yaitu persatuan 

(union) serta kesatuan (unity).
101

 Dilihat dari segi susunan negara kesatuan, 

maka negara kesatuan bukan negara tersusun dari beberapa negara 

melainkan negara tunggal. Abu Daud Husroh mengutarakan:
102
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“...negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada 

beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan 

negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada 

negara di dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara 

kesatuan itu juga hanya terdapat satu pemerintahan, yatu 

pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang 

tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat 

inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan 

segala sesuatu dalam negara tersebut.” 

 

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk; (1) Negara 

kesatuan dengan sistem sentralisasi. (2) Negara keatuan dengan sistem 

desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala 

sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat 

dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah 

diinstruksikan oleh pemerintah pusat.sedangkan dalam negara 

kesatuandengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan 

kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah 

otonom.
103

 

L.J. van Apeldoorn, mengatakan: “...suatu negara disebut negara 

kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, 

sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. 

Provinsi-provinsi itu tidak mempunyai hak mandiri. Negara kesatuan 

sebagai negara dengan sentralisasi kekuasaan, menurut Thorsten V. 

Kalijarvi ialah:
104

 

“Negara-negara dimana seluruh kekuasaan dipusatkan pada satu atau 

beberapa organ pusat, tanpa pembagian kekuasaan antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah bagian-bagian negara itu. Pemerintah 

bagian-bagian negara itu hanyalah bagian peerintah pusat yang 
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bertindak sebagi wakil-wakil pemerntah pusat untuk 

menyelenggarakan administrasi setempat.” 

 

Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara itu lazim disebut 

dengan daerah, sedangkan istilah derah ini merupakan istilah teknis bagi 

penyebutan suatu bagian teritorial yang berpemerintahan sendiri dalam 

rangka negara kesatuan yang dimaksud. Untuk dpaat lebih memahami 

istilah atau pengertin tersebut dapat ditambahkan, bahwa kata daerah 

(gebiedsdeel) dimaksudkan lingkungan yang dijelmakan dengan membagi 

suatu kesatuan lingkungan yang disebut “wilayah” (gebied). Dengan kata 

lain, istilah “daerah” bermakna “bagian” atau unsur dari suatu lingkungan 

yang lebih besar sebagai suatu kesatuan. 

Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu 

ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adlah 

merupakan hakikat daripada negara kesatuan.
105

 

Alasan menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu 

alasan Pemerintah Pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan 

urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak Pemerintah 

Daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola 

serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. 

Ditinjau dari sudut politik terapat perbedaan prinsipill antara federasi 

dengan negara kesatuan. E. Utrecht mengemukakan bahwa:
106

 

“Pada permulaan perkembangan kenegaraan, perlu adanya 

sentralisasi kekuasaan supaya kekuatan-kekuatan yang bertujuan 

akan meruntuhkan kesatuan yang baru itu dapat dilenyapkan. 
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Apabila ternyata kekuatan-kekuatan itu sudah tidak ada lagi,hiduo 

negara yang baru itu tidak terancam lagi oleh kekuatan-kekuatan 

yang bertujuan meruntuhkan kekuasaan, maka sentralisasi dapat 

dijadikan desentralisasi, bahkan lebih jauh lagi suatu desentralisasi 

yang yang bersifat federasi.” 

 

Pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam 

satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk-

bentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal. 

Selain bentuk-bentuk utama di atas, ada beberapa cara yang lebih longgar 

seperti konfederasi, atau uni, tetapi dua bentuk terakhir ini tidak dapat 

disebut sebagai suatu pemencaran penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan karena tidak diikuti dengan pembagian kekuasaan atau 

wewenang. Masing-masing tetap secara penuh menjalankan kekuasaan 

sebagai negara.
107

 

Dari bentuk-bentuk utama pemencaran penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan di atas, akan dijumpai paling kurang tiga bentuk hubungan 

antara pusat dan daerah. Pertama, hubungan pusat dand daerah menurut 

dasar dekonsentrasi teritorial. Kedua, hubungan pusat dan daerah menurut 

dasar otonomi teritorial. Ketiga, hubungan pusat dan daerah menurut dasar 

federal.
108

 

Selain perbedaan, ada persamaan persoalan hubungan-hubungan 

pusat dan daerah dalam ketiga bentuk tersebut, terutama hubungan pusat 

dan daerah menurut dasar otonomi teritorial dan hubungan pusat dan 

daerah menurut dasar federal. Perbedaannya, dasar hubungan pusat dan 

daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial, bukan merupakan hubungan 
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antara dua subyek hukum (publiek rechtspersoon) yang masing-masing 

mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai 

wewenang mandiri. Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan suatu 

wewenang dengan departemen atau kementrian yang bersangkutan. Sifat 

wewenang satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adlah delegasi atau 

mandat. Tidak ada wewenang yang berdasrakan atribusi. Urusan 

pemerintahan yang dilakukan satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi 

adalah urusan Pusat di daerah. persamaannya, baik dekonsentrasi maupun 

otonomi, sama-sama hanya menyelenggarakan pemerintahan di bidang 

administrasi negara. Baik dekonsentrasi maupun otonomi sama-sama 

bersifat administratiefrechttelijk, bukan staatsrechttelijk.
109

 

Hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial merupakan 

konsep dalam negara kesatuan. Satuan otonomi teritorial merupakan suatu 

satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan 

tindakan hukum sebagai subyek hukum untuk mengatur dan mengurus 

fungsi pemerintahan (administrasi negara) yang menjadi urusan rumah 

tangganya. Jadi, hubungan Pusat dan Daerah atas dasar otonomi teritorial 

memiliki kesamaan dengan hubungan pusat da daerah atas dasar federal 

yaitu hubungan antara dua subyek hukum yang masing-masing berdiri 

sendiri. Perbedannya, dalam otonomi teritorial, pada dasarnya seluruh 

fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintah 

pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. 

Pemencaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, undang-

undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan 
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(administrasi negara) sebagai urusan rumah tangga daerah. cara-cara ini 

mirip dengan cara-cara dalam sistem federal yang merinci kekuasaan 

negara bagian. Kedua, pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai 

urusan baru kepada satuan otonomi. Ketiga, Pusat mengakui urusan-urusan 

pemerintahan tertentu yang “diciptakan” atau yang kemudian diatur dan 

diurus satuan otonomi baik karena tidak diatur dan diurus Pusat maupun 

atas dasar semacam Concurrent power. Keempat, membiarkan suatu 

urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenali sebagai fungsi 

pemerintahan yang diatur dan diurus satuan otonomi. Cara-cara penentuan 

urusan rumah tangga satuan otonomi ini akan menentukan suatu otonomi 

bersifat luas atau terbatas. Perbedaan lain, hubungan antara kekuasaan 

federal dengan negara bagian bersifat ketatanegaraan. Sedangkan 

hubungan pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administratif.
110

 

C.F Strong mengatakan ada dua ciri mutlak melekat pada negara 

kesatuan, yaitu: (1) adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat 

dan (2) tidak adanya badan badan lainnya yang berdaulat.
111

 Menurut van 

der Pot, setiap negara kesatuan dapat disusun dan diselenggarakan menurut 

asas dan sistem sentralisasi atau desentralisasi. Suatu pemerintahan 

sentralisasi dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat 

pemerintahan atau oleh pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di 

daerah-daerah. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang 

menjalankan sebagian wewenang pemerintahan pust di daerah dikenal 

sebagi dekonsentrasi. Desentralisasi akan di dpaat apabila kewenangan 
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mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata 

dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh satuan-satuan 

pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri bersifat otonom.
112

 

2. Konsepsi Desentralisasi 

Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring 

dengan tuntutan dan kebutuhan negara demorkasi sejak lama. Konsep 

desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara 

sedang berkembang pada tahun 1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan 

sebagai “gelombang” pertama konsep desentralisasi telah mendapat 

perhatian khusus, dan telah diartikulasikan sebagai konsep yang paling 

relevan untuk memperkuat dan memberdayakan penyelenggaraan 

pemerintahan lokal. Gelombang kedua gerkana desentralisasi, utamanya di 

negara-negara sedang berkembang adalah pada akhir tahun 1970-an. 

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang 

dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan 

pemerintahan lokal, disana terjadi “...a superior government – one 

encompassing a large jurisdiction – assigns responsibility, authority, or 

function to „lower‟ govenment unit – one cencompassing a smaller 

jurisdiction – that is assumed to have some degree of authonomy.”
113

 

Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang 

memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kewenangan yang 

diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal), 

merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan 
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sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remang-

remang tatkala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya. 

Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut 

tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, 

memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga 

yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, yaitu (1) dekonsentrasi, 

(2) delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah, (3) 

pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah, dan (4) 

peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya 

masyarakat. 

Pertama, dekonsentrasi mencakup redistribusi tanggung jawab 

administratif hanya di dalam badan pemerintahan pusat. Kedua, delegasi 

kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen atas fungsi-

fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah 

kontrol langsung kementerian pemerintah pusat. Ketiga, bentuk 

desentralisasi yang lain berupaya menciptakan atau memperkokoh tingkat 

atau satua-satuan pemerintah independen melalui devolusi peran dan 

kewenangan.
114

 

Kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai devolusi dan 

dekonsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dari dianutnya asas ini 

adalah daerah otonom. Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya 

lembaga perwakilan daerah dan eksekutif daerah yang berfungsi sebagai 

lembaga politik lokal. Mereka yang bergelut dengan keseharian politik di 

tingkt lokal, karenanya memahami betul dinamika sosial yang terjadi. 
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Adalah logis apabila kepada mereka diberi hak untuk menentukan 

kebijakan pemerintahan sendiri, sesuai dengan harapan dan kondisi 

masyarakat senyatanya. Disini devolusi merupakan jawaban yang paling 

tepat. Konsekuensinya pada tataran pemerintahan lokal, lembaga 

perwakilan rakyat daerah (untuk kasus Indonesia: DPRD) menjadi aktor 

utama penentu kebijakan.
115

 

Di kalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefenisikan 

secara beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata 

desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin. Yakni: de yang 

berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat. Makna harfiah dari 

desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna 

ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan 

dari pusat kepada daerah-daerah. desentralisasi merupakan staatkundige 

decentralisatie (desentralisasi ketatanegaraan atau lebih sering disebut 

dengan desentralisasi politik), bukan ambtelijke decentralisatie,seperti 

halnya dekonsentrasi.
116

 Deknsentrasi merupakan ambtelijke 

decentralisatie, disebut pula delegatie van bevoegheid, yakni pelimpahan 

kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan 

untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya, instansi 

bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Suatu delegatie 
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van bevoegheid bersifat instruktif, rakyat tidak dilibatkan. Lebih tepat 

hubungan dekonsentrasi dinamakan mandaat van bevoegheid. Dalam pada 

itum menurut R. Tresna, suatu pelimpahan kewenangan (delegation of 

authority) dalam staatskundige decentralisatie berakibat beralihnya 

kewenangan pemerintahan pusat secara tetap. Pemerintah pusat kehilangan 

kewenangan yang dilimpahkan, beralih kepada pemerintah daerah.
117

 

Lebih jauh Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi 

tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan.
118

 

Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah 

pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri 

bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam 

daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsionil adalah pemberian hak dan 

kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau 

golongan kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti 

mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau 

beberapa daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan memberikan hak pada 

golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan 

kebudayannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll.) 

Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan 

menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan 

isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan 

sentralisasi dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi 

pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkenankan level 
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kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau dibawah dalam 

menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan. Desentralisasi 

biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian 

kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari npusat kepada pinggiran, 

dari level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal 

(daerah).
119

 

Dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekonsentrasi dan 

desentralisasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan (medebewind; co-

administration; co-government) oleh pemerintah kepada daerah otonom. 

Berdasar asas ini, Pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan 

daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya. 

Menurut Koesoemahatmadja, medebewind atau zelfbestuur sebagai 

pemberian kemungkinan kepada pemerintah / pemda atau yang 

tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemda / pemda yang 

lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga 

(daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut).
120

 Istilah zelfbestuur 

merupakan padanan dari kata selfgovernment yang berarti sebagai kegiatan 

pemerintahan di tiap bagian dari Inggris yang dilakukan oleh wakil-wakil 

dari yang diperintah. Di belanda zelfbestuur diartikan sebagai membantu 

penyelenggaraan kepentingan-kepentingan pusat atau daerah-daerah yang 

tingkatannya lebih atas oleh alat-alat kelengkapan dari daerah-daerah yang 

lebih bawah. Dalam menjalankan medebewind itu, urusan-urusan yang 
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diselenggarakan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan 

pusat cq. Daerah yang lebih atas. Atau biasanya disebut dengan mandat. 

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan 

umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga 

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta 

membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan 

potensi dan karakteristiknya. 

 

D. Otonomi Daerah 

  Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah 

otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni autos yang 

berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna 

membuat perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving), namun dalam 

perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti 

zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup zelfbestuur 

(pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah 

sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah tangganya sendiri).
121

 

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, 

antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan 

pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara 

penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau 

otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:
122
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pertama, urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan 

pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila 

sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah 

otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan 

keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti 

keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang 

gerak otonomi daerah. 

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan 

pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan 

sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan 

dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat 

dikenali jumlahnya.
123

  

Prinsip urusan rumah tangga daerah diatas, beserta kecenderungannya 

yang makin meluas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan 

berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pemerintahan dalam 

negara federal. Prinsip residual power pada negara bagian dalam sistem 

federal mengalami berbagai modifikasi. Pertama, ada negara-negara federal 

yang sejak semula menentukan secara kategoris urusan pemerintahan negara 

bagian. Urusan yang selebihnya atau residu menjadi urusan federal. Kedua, 

terjadi proses sentralisasi pada negara federal yang semula menetapkan segala 

sendi urusan pemerintahan pada negara bagian bergeser menjadi urusan 

federal. 
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Perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara 

otonomi dan federal di atas, menjadi suatu titik temu persamaan antara sistem 

negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Degan demikian 

dapat disimpulkan, sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, 

maka perbedaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan negara 

federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.
124

 

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi 

wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian 

tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan 

baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai 

urusan rumah tangga daerah. 

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka 

penyelenggaraannya ditentukan dlaam batas-batas wilayah yang ditentukan 

Pemerintah Pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi 

daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (huishouding) 

otonomi daerah yang diadopsi. 

Di kalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian 

urusan antara Pusat dan Daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak 

sama.
125

 R. Kresna menyebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah 

tangga”. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga 

daerah”. Josef Riwu Kaho memberi istilah “sistem”. Moh. Mahfud MD 

memakai istilah “asas otonomi”. Meskipun istilah yang dipergunakan 
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berbeda-beda, tetapi mereka berpijak pada pengertian yang sama bahwa 

ajaran-ajaran (formal, material dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan 

dengan cara pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah.  

Menurut R. Tresna, Bagir Manan dan Moh. Mahfud MD, terdapat 

beberapa sistem/asas rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, 

material dan nyata atau riil.
126

 Namun selain tiga sistem rumah tangga daerah 

sebagaimana disebutkan oleh Tresna, Bagir Manan dan Moh. Mahfud MD 

tersebut, menurut Jose Riwu Kaho masih ada sistem rumah tangga sisa 

(residu) dan sistem rumah tangga nyata, dinamis dan betanggung jawab.
127

 

Demikian pula menurut S.H Sarundajang,
128

 setidaknya terdapat lima macam 

otonomi yang pernah diterapkan di berbagai negara di dunia, yakni: otonomi 

organik,
129

 formal, material atau substantif, riil, dan terakhir nyata, 

bertanggung jawab serta dinamis. 

1. Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah 

Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam 3 ruang 

lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, serta sosial dan 

budaya.
130

  

Di bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari 

kebijakan desntralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai 
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sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan 

daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya 

penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan 

masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan 

keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. Demokratisasi 

pemerintah juga berarti transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap 

kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan 

itu, apa tujuannya, berapa biayanya, siapa yang akan diuntungkan, apa 

resikonya, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan itu 

gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur 

pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan 

pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan 

sistem manajemen pemerintahan yag efektif. 

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin 

lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain 

pihak terbukanya peluan bagi pemerintah daerah mengembangkan 

kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan 

potensi ekonomi didaerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan 

memungkinkan lahirnya prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan 

fasilitasi investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun 

berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. 

Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat 

kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. 

Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik 

mungkin demin menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat 
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yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif 

terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di 

sekitarnya.  

Berdasarkan visi ini, maka konsep otonomi daerah yang kemudian 

melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-

Undang Nomor 25 tahun 1999, merangkum hal-hal sebagai berikut:
131

 

a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam 

hubungan domestik kepada daerah. kecuali untuk bidang keuangan 

dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, 

serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat 

strategis nasional, maka pada dasarnya semua bidang pemerintahan 

yang lain dapat didesentralisasikan. Dalam konteks ini, pemerintah 

daerah tetap terbagi atas dua ruang lingkup, bukan tingkatan, yaitu 

daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh, dan 

provinsi yang diberi otonomi terbatas. Otonomi penuh berarti tidak 

adanya operasi pemerintah pusat di daerah kabupaten dan kota, 

kecuali untuk bidang-bidang yang dikecualikan tadi. Otonomi 

terbatas berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat 

untuk melakukan operasi di daerah provinsi. Ini alasan menngapa 

Gubernur provinsi, selain berstatus kepala daerah otonom, juga 

sebagai wakil pemerintah pusat. Karena sistem otonomi ini tidak 

bertingkat (tidak ada hubungan hierarki antara pemerintah provinsi 

dengan kabupaten atau kota), maka hubungan provinsi dan 

kabupaten  bersifat koordinatif, pembinaan dan pengawasan. 
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Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur mengkordinasikan 

tugas-tugas pemerintahan antar kabupaten dan kota dalam 

wilayahnya. Gubernur juga melakukan supervisi terhadap 

pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan berbagai kebijakan 

pemerintah pusat, serta bertanggung jawab mengawasi 

penyelenggaraan pemerintah berdasarkan otonomi di dalam 

wilayahnya. 

b. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala 

daerah. kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau 

kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. 

Pemberdayaan dan penyaluran aspirasi masyarakat harus 

dilakukan. Untuk itu optimalisasi hak-hak DPRD perlu 

diwujudkan, seraya menambah alokasi anggaran untuk biaya 

operasinya. Hak penyelidikan DPRD perlu dihidupkan, hak 

prakarsa perlu diaktifkan, dan hak bertanya perlu di dorong. 

Dengan demikian produk legislasi akan dapat ditingkatkan dan 

pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa 

diwujudkan. 

c. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur 

setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan 

yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi 

pula. 

d. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui 

pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebi sesuai 

dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, 
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setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi 

daerah, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. dalam 

kaitan ini juga, diperlukan terbangunnya suatu sistem administrasi 

dan pola karir kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif. 

e. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta 

pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan 

daerah, pembagian revenue dari sumber penerimaan yang berkait 

dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan 

syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah. 

f. Perwujudan desentralisasi fiskal melaui pembesaran alokasi subsidi 

dari pemerintah pusat yang bersifat “block grant”, pengaturan 

pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian 

keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas 

pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat 

melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada. 

g. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai 

lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni 

sosial dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa. 

 

 

 

 


